
 
 

 
 

 
 

BUPATI BANDUNG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI BANDUNG 
 

NOMOR 165 TAHUN 2021 
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 
PERKOTAAN DI KABUPATEN BANDUNG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANDUNG, 
 

Menimbang : a. bahwa pajak merupakan salah satu sumber 

pendapatan daerah yang berasal dari kontribusi 

wajib pajak yang bersifat memaksa, dan digunakan 

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat; 

  b. bahwa dalam rangka optimalisasi dalam 

pengembangan sistem Pajak yang mendukung 

pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan 

dan perkotaan yang efektif efisien perlu pengaturan 

yang mendukung instrument pembayaran secara 

dalam jaringan; 

  c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, belum 

mengakomodir mekanisme pembayaran yang lebih 

efektif efisien, sehingga perlu diubah dan 

disesuaikan; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 52 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di 

Kabupaten Bandung; 

 

Mengingat : 1. Undang–UndangNomor 14 Tahun 1950, tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
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Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–
Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

  2. Undang–Undang  Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan 
ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia No 4740); 

  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak Dengan surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
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  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

  9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 
Tahun 2015 Nomor 9); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 
1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 
17); 

  11. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 52); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 52 TAHUN 

2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK 

BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 52) diubah 

sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Bupati adalah Bupati Bandung. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu 
dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

6. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Daerah untuk memegang Kas Daerah. 

7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau 

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan. 

8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah 
dan perairan pedalaman serta laut wilayah Daerah. 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam 
atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau 
perairan pendalaman dan/atau laut. 

10. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak 

adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi 
atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk 

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 
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11. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak 
adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata 

mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau 
memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 

menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bangunan. 

12. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan yang selanjutnya disebut dengan Wajib 
Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara 
nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau 

memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, 
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas 

Bangunan dan dikenakan kewajiban membayar 
pajak. 

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 
perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 

sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan 
bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi 

kolektif. 

14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya 
disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh 

Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan 
Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

15. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang 

selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat 
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
data subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah 

dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP. 

16. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari 

transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai 
Jual Obyek Pajak ditentukan melalui perbandingan 

harga dengan obyek lain yang sejenis, atau nilai 
perolehan baru, atau Nilai Jual Obyek Pajak 

Pengganti. 
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17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang 
selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang 
digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

memberitahukan besarnya pajak terutang kepada 
Wajib Pajak. 

18. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik, 
yang selanjutnya disingkat SPPT-el adalah surat 
yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

memberitahukan besarnya pajak terutang kepada 
Wajib Pajak dalam bentuk e-SPPT. 

19. Jasa Sistem Pembayaran Elektronik yang 
selanjutnya disebut E-Payment adalah mekanisme 
pembayaran yang melibatkan penyelenggara sistem 

pembayaran diantaranya mencakup pembayaran 
melalui dana elektronik, minimarket, media 
perdagangan elektronik dan/atau sistem 

pembayaran lainnya yang pemrosesannya dilakukan 
secara dalam jaringan. 

20. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya 
disingkat STTS adalah bukti pelunasan Pajak Bumi 
dan Bangunan. 

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang 
terutang. 

22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat STPD adalah surat untuk melakukan 
tagihan PBB dan atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan/atau denda. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah 

pajak yang masih harus dibayar. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang 
selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama 

besarnya dengan jumlah pajak terutang. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat 
ketetapan pajak yang menetukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah pajak lebih besar 

dari pada pajak yang terutang atau seharusnya 
tidak terutang. 
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27. Tim Pemungut PBB Perdesaan dan Perkotaan yang 
selanjutnya disebut Tim Pemungut adalah Pegawai 
Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Dinas untuk 

melakukan aktivitas pemungutan pajak. 

28. Keputusan adalah penetapan tertulis di bidang 

perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan dan dalam rangka 

pelaksanaan undang-undang penagihan pajak 
dengan surat paksa. 

29. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam 

bidang perpajakan anatara Wajib Pajak atau 
penanggung pajak dengan pejabat berwenang 

sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang 
dapat diajukan banding atau gugatan kepada 
pengadilan pajak berdasarkan peraturan 

perundangan perpajakan, termasuk gugatan atas 
pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-

undang penagihan pajak dengan surat paksa. 

30. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan 
oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap 

suatu keputusan yang dapat diajukan banding, 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

31. Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan 

oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap 
suatu keputusan yang dapat diajukan gugatan 

berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. 

32. Surat Uraian Banding adalah surat terbanding 
kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atau 

alasan banding yang diajukan oleh pemohon 
banding. 

33. Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada 
pengadilan pajak yang berisi jawaban atas gugatan 
yang diajukan penggugat. 

34. Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding 
atau penggugat kepada pengadilan pajak yang berisi 
bantahan atas surat uraian banding atau surat 

tanggapan. 

 

2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga menjadi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 15 

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank, E-

Payment atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. 
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3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga menjadi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 16 

(1) Pembayaran Pajak terutang melalui Bank atau 

tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan secara 

langsung ke tempat pembayaran yang ditunjuk 

sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD. 

(2) Pembayaran Pajak terutang melalui E-Payment yang 

tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD dianggap sah 

apabila terdapat bukti pembayaran. 

(3) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, 

baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring. 

(4) Wajib Pajak menerima STTS sebagai bukti telah 

melunasi pembayaran PBB dari Bank, E-Payment 

atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. 

(5) Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati 

berkewajiban mengirimkan STTS kepada Wajib Pajak 

yang melakukan pembayaran PBB melalui kiriman 

uang/transfer. 

 

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga menjadi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 17 

(1) Petugas pemungut pajak dilarang menerima 

pembayaran PBB dan/atau titipan pembayaran PBB 

dari Wajib Pajak. 

(2) Apabila Wajib Pajak berdomisili jauh dari Bank atau 

tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, Petugas 

pemungut pajak dapat mengarahkan dan 

mengedukasi Wajib Pajak untuk melakukan 

pembayaran melalui E-Payment. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bandung. 

 

        Ditetapkan di Soreang 

        pada tanggal 30 Desember 2021 

            BUPATI BANDUNG, 

 

 ttd 

 

 

        M. DADANG SUPRIATNA 

 

Diundangkan di Soreang 

pada tanggal 30 Desember 2021 

   SEKRETARIS DAERAH 

  KABUPATEN BANDUNG, 

 

 ttd 

 

 

        CAKRA AMIYANA 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 165 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
 
 
 

 
 

 
YANA ROSMIANA, S.H.M.H 
Pembina  
NIP. 196901011999012001 

 


